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PUTUSAN
Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Sor
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XOXOXXXXXXXXX, NIK 3305021010820005, lahir di Kebumen, 10 Oktober
1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan.
xxxxxx, Kota. Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Indra Prahasta dan kawan, para
Advokat yang berkantor di Jin. Pajagalan No. 8 Kp.
Sindangasari, RT 2, RW 11, Desa. Banjaran, Kec.
Banjaran, Kab. Bandung, dengan domisili elektronik di ---,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2023,
yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor
2231/Reg.K/2023/PA.Sor, tanggal 27 Juni 2023, sebagai
Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXX, NIK 3305184906910001, lahir di kebumen, 09 Juni
1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di

xxxxxxx, Kabupaten. Bandung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023,
yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Sor,
tanggal 27 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
hari Ahad tanggal 24 Januari 2010 di Sempor Kabupaten. Kebumen
berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 036/36/1/2010 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga dalam keadaan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah
tangga yang baik, dan tinggal bersama di xxxxx, Kota. Bandung;

3. Bahwa dari Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama xxxxxxx yang lahir di Kebumen
pada tanggal 19 Mei 2011,

4. Bahwa Rumah Tangga Pemohon mulai goyah pada sekitar awal bulan
September tahun 2020 dikarenakan sering terjadi perselisihan,
pertengkaran, dan perubahan sikap maupun prilaku Termohon kepada
Pemohon;

5. Bahwa 1 (satu) bulan kemudian atau sekitar bulan Oktober 2020,
Termohon meminta cerai kepada Pemohon dengan alasan Pemohon
kurang perhatian terhadap Termohon;

6. Bahwa Pemohon tetap mencoba untuk mempertahankan Rumah Tangga
Pemohon hingga pada sekitar bulan Desember 2020, Pemohon memiliki
kecurigaan kepada Termohon, dimana perilakunya selalu aneh dan
Pemohon memutuskan untuk mengikuti kemana Termohon pergi;

7. Bahwa setelah Pemohon mengikuti kemana perginya Termohon,
Pemohon pun kaget dikarenakan Termohon berada disebuah Hotel
bersama seorang Laki-laki yang Pemohon tidak kenal;

8. Bahwa setelah peristiwa di Hotel, antara Pemohon dengan Termohon
sering terjadi pertengkaran dan pada sekitar awal bulan Januari 2021,
Termohon memilih untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
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9. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan
lagi dan Pemohon menganggap perceraian adalah jalan terbaik untuk
rumah tangga Pemohon;

10. Bahwa memperhatikan kondisi kehidupan rumah tangga yang
demikian itu, maka Pemohon merasa sudah tidak ada keharmonisan dan
rasa cinta bersama Termohon. Malahan sebaliknya perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon sudah lebih besar madharatnya dari pada
manfaatnya, sehingga cerai talaq kepada Termohon sudah tidak dapat
dielakan lagi;

11. Bahwa alasan-alasan perceraian antara Pemohon dengan
Termohon telah sesuai dengan Pasal 116 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam
(KHI) yang menyebutkan :

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai dengan
tujuan Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam yang menyebutkan :

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, danwarrahmah ;

12. Bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dan ingin bercerai dengan
Termohon;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim, untuk memanggil
para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditetntukan untuk
itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan
memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXX) di depan sidang

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor
Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon
Nomor 3854/Pdt.G/2023/PA.Sor, tertanggal 03 Juli 2023 dan 12 Juli 2023,
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata pula tidak
datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar
dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun
tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam
persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

A.Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK
3305021010820005 yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi
Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-
nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
diberi paraf dan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 036/36/1/2010, tanggal 24
Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama Sempor Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan
tanda P.2;
B. Bukti Saksi
1. XXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten
Kebumen, saksi mengaku sebagai teman Pemohon, yang di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Paledang, Kecamatan. Lengkong, Kota. Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 mulai tidak
harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki
pria idaman lain dan Termohon kurang hormat/patuh kepada
Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara
Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak
pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon
dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin
bercerai dengan Termohon;
2. XXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Buayan,
Kabupaten Kebumen, aksi mengaku sebagai teman Pemohon, yang di
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bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
Paledang, Kecamatan. Lengkong, Kota. Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020
mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon kurang
hormat/patuh kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara
Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan
Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon
tetap ingin bercerai dengan Termohon;
Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon
tetap pada permohonannya dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu
Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal
20 Juni 2023, yang Pemohon berikan kepada para Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2023, ternyata Surat Kuasa Khusus
tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai
advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa
Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan
Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh
karenanya para Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau
mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya tersebut
disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan
tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan
tanpa kehadiran Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan
rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara perceraian yang terjadi
antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya
diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan
Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo
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dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti
sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut
telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan
bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat
yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum
Kabupaten Bandung dan berdasarkan relaas untuk Termohon terbukti pula
bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung,
dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Soreang
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perceraian yang diajukan Pemohon
(Vide Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan
suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di
bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti
yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri
tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh
Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan
materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti
tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-
nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat
oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya
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peristiwva hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, terbukti
bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan
oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk
bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan
talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana
terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan
tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah
semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak
diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara
perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon
tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan
keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu
XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara
putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXX
menerangkan berdasarkan apa yang diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut
yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi
pertengkaran dan sejak bulan Januari 2021, Pemohon dan Termohon pisah
tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di
atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut
saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan
Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim
jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo
(vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR);
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Menimbang, bahwa dari dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi
ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagai berikut;

« Bahwa sejak bulan September tahun 2020, antara Pemohon dengan

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon kurang hormat/patuh

kepada Pemohon;

« Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari

2021;

« Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, antara

Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;

« Bahwa Pemohon sudah dinasihati untuk berusaha rukun kembali dengan

Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan
isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut
merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin
sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga
mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak
akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan
Termohon dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah
menurut hukum yang dengan ketidakhadirannya itu Termohon dianggap tidak
keberatan diceraikan Pemohon, ditambah lagi dengan penasihatan yang
Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan
tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, sudah merupakan petunjuk
bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin
lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah ditemukan hal-hal yang
berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa antara
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Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang
mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan
Januari 2021, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan
Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan
rumah tangga yang demikian itu, tidak sejalan dengan maksud dan tujuan
perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21
dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memutuskan
perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi
keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang
hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-
masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan
pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim
dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar’atu
Baina Al Fighi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-
masing berbunyi sebagai berikut:
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Artinya : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan
dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah

apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,

namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri
kehidupan berumah tangga antara suami istri*
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Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil
maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin
untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat
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(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah
beralasan hukum dan tidak melawan hak dan ketidakhadiran Termohon dalam
persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal
125 ayat (1) HIR, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan
talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXX) di depan sidang

Pengadilan Agama Soreang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp415.000,00
(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Kami Abdul
Rahman, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H., dan Murtadha,
Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Dang Agustav, HS., S.H., M.M., sebagai
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Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya

tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Icha Satriani, S.H. Murtadha, Lc.

Panitera Pengganti,

Dang Agustav, HS., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
C. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses :Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp270.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp415.000,00
Terbilang empat ratus lima belas ribu rupiah
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